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 Income tax section 21  (pph pasal 21) is income tax collected referring to 
the work, service, and activity done by taxpayer people person to production in 
the form of salary, fee, honorarium, fringe benefits and other payment by the 
name and form of any referring to the occupation, service, and activity. 
 The purpose of this research was to determine the procedures for 
disbursing salaries to civil servants on the suitability of the Income Tax 
calculation on salary with Article 21 Regulation on DPPKA. Steps to be taken in 
this research are the comparison between the existing theory in the Law and the 
survey sample calculations. 
The conclusion states that the salary disbursement procedure is difficult 
and civil servants who have done the tax calculation errors DPPKA of Law - the 
new tax law. Based on the results of the study, researcher gave suggestions to 
socialization of salary disbursement procedures to all civil servants, and DPPKA 
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 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas 
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang telah dilakukan oleh subjek pajak yang 
berbentuk gaji,upah, honorarium,tunjangan atau penghasilan lain dengan nama 
dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan kegiatan yang 
dilalukan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prosedur untuk mencairkan 
gaji pegawai negeri sipil sampai pada kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 atas gaji dengan Peraturan Undang – Undang pada DPPKA. Langkah 
yang diambil dalam penelitian ini adalah perbandingan antara teori yang telah ada 
dalam Undang- Undang dan survey perhitungan secara sampel. 
 Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa prosedur pencairan gaji 
pegawai negeri sipil sulit dan perhitungan perpajakan yang telah dilakukan 
DPPKA mengalami kesalahan terhadap Undang – Undang Perpajakan yang baru. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran perlu sosialisasi prosedur 
pencairan gaji pada seluruh pegawai negeri sipil, DPPKA selalu mengikuti 
perubahan Undang – Undang perpajakan sehingga dapat menggunakannya dalam 


































MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan 
diri dan tidak sombong. 
( 1 Korintus 13 : 4 ) 
Bersemangat. 
( penulis ) 
Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan  segala sesuatu, baru berusaha 
sebaik mungkin, serahkan hasilnya pada Tuhan, pasti yang terbaik. 
( Penulis ) 
Tak ada yang mustahil di hidup ini, jika senantiasa berjalan bersama Tuhan. 
(penulis) 
Sukacita adalah pilihan bukan diciptakan oleh situasi. Jadi, harus selalu 
bersukacita dalam segala keadaan. 
( penulis ) 
Jangan menilai diri kalah atau menang, tapi jadilah diri sendiri yang terbaik. 
( penulis ) 
Luangkan waktu untuk berdoa, karena itu merupakan kekuatan terbesar di 
bumi. 
( penulis ) 
Be loving to those who do not love you, and they may change. 
( penulis ) 
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Jangan takut mengambil langkah besar, karena tidak bisa menyeberangi 
sebuah jurang dengan dua lompatan kecil. 
( David Lloyd George ) 
Hidup sangat berharga, jangan menghancurkannya. 
(penulis) 
Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa; janganlah matahari 
terbenam sebelum padam amarahmu. 
( Efesus 4 : 26) 
Memaafkan adalah kunci untuk bertindak dan kebebasan. 
( Hannah Arendt) 
 
PERSEMBAHAN  
     Karya ini, penulis persembahkan untuk : 
 My Lord, Jesus Christ yang telah memberi kehidupan dan 
berkat. 
 Orang Tua, terutama pada mama terkasih, kakak, dan keluarga 
terkasih. 
 Sahabat – sahabat di kelas Pajak, dan juga teman yang lain di 
kelas Pajak. 
 Sahabat di gereja dan teman semua yang selalu menemani. 
 Almamater yang dibanggakan. 
 Para pecinta sinema Asia di seluruh dunia. 







 Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
berkat dan hikmat –Nya yang senantiasa tercurah atas umat-Nya. Begitu juga 
dengan hikmat-Nya yang tercurah senantiasa atas penulis sehingga dapat 
menyelesaikan pembuatan laporan Tugas Akhir yang berjudul “ Analisis 
Mekanisme Pencairan Gaji sampai Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 
Gaji Pegawai Negeri Sipil ”  dengan baik. 
 Penulisan laporan Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan tugas akhir 
untuk menyelesaikan pendidikan dalam gelar Ahli Madya Akuntansi Parpajakan 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 
 Pembuatan Laporan magang ini tidak akan berhasil jika penulis bekerja 
sendirian. Banyak dukungan dan bantuan dari beberapa  pihak, karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Tuhan Yesus yang senantiasa memberi kesehatan, hikmat dan kepandaian 
atas penulis. 
2. Orang Tua terkasih terutama pada mama tercinta yang senantiaasa 
mendoakan penulis, kakak, dan semua keluarga yang memberikan doa, 
kasih sayang, semangat, serta dukungan – dukungan yang tak pernah 
terhenti untuk penulis. 
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4. Bapak Jaka Winarna Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 
waktu dan pikiran dalam  memberikan dukungan dan pengarahan yang 
sangat berguna bagi penulis. 
5. Bapak Drs. Sri Hartoko selaku penguji. 
6. Ibu Yayuk sebagai perwakilan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Surakarta yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan 
magang. 
7. Bapak Suyamto selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, Ibu Eny Selaku 
Kepala Seksi, Bapak Rapiyo, Ibu Sri Partinah, Ibu Dyah , Ibu Rini, Ibu 
Susi, Bapak Soedarno, Bapak Adi, Bapak Rustiyan selaku pagawai di 
Bagian Perbendaharaan pada DPPKA Surakarta,dan untuk pegawai – 
pegawai yang lain di bidang perbendaharaan,terima kasih atas segala 
bimbingan, bantuan, setiap pemberitahuan dan informasi yang diberikan, 
sangat berguna bagi penulis saat dalam  masa magang, dan juga atas 
nasehat yang berguna di dalam menjalani kehidupan masa depan. 
8. Sahabat – sahabat di kelas Pajak, yang selalu memberi semangat dan  
membangun satu sama lain, dan teman lain di kelas Pajak yang senantiasa 
siap untuk saling membantu dalam mencapai keberhasilan bersama di 
dalam perkuliahan. 
9. Teman – teman Gereja dan teman – teman selain di pajak, terima kasih atas 
perhatian, doa, dan dukungan. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan magang yang 
dibuat oleh penulis. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah. Anggaran tersebut memuat hak dan kewajiban 
atau pendapatan dan belanja daerah dalam penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam kurun waktu satu 
tahun. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh anggaran 
termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja termuat anggaran – anggaran 
yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Khususnya untuk anggaran 
belanja daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah. Anggaran Belanja memuat pembiayaan dalam Daerah 
seperti penyediaan Uang persediaan, Ganti Uang dan belanja langsung. 
Belanja langsung memuat belanja gaji pegawai, tambahan penghasilan, 
dan belanja penunjang operasional dan lain – lain. Untuk belanja pegawai, 
dikarenakan merupakan anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja, maka dalam pencairannya harus mematuhi peraturan yang telah 
disusun oleh Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengatur seperti pihak 
yang terlibat dalam pencairan gaji, dokumen yang harus dilengkapi saat ingin 
mencairkan gaji, dan mengatur  hal lain. 
 Pencairan gaji yang termuat terkhusus untuk gaji pegawai negeri sipil yang 
bekerja bagi Pemerintah Daerah. Langkah pencairan tidaklah mudah, karena 
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diatur oleh Peraturan Daerah. Mekanisme pencairan yang tidak mudah ini perlu 
disosialisasikan pada masyarakat luas. Untuk itu, penulis memaparkan 
mekanisme atas pencairan gaji pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan 
yang telah disusun Pemerintah Daerah. Pemaparan yang dijelaskan merupakan 
hasil dari pengamatan atas kegiatan pencairan gaji yang selama ini terjadi. 
 Pencairan gaji pegawai negeri sipil melibatkan pihak penting yang terkait. 
Pihak tersebut yang nantinya akan melaksanakan anggaran dan bertanggung 
jawab atas cairnya anggaran. Pihak  yang terkait harus menjalankan tugas yang 
diberikan sesuai yang diatur oleh Peraturan Daerah. Meski tidak semua 
pegawai negeri sipil dapat mencairkan anggaran gaji tapi bukan berarti pihak 
yang terlibat dalam pencairan gaji sedikit.  
 Dalam pembahasan akan dijelaskan pihak- pihak yang terkait dalam 
pencairan gaji pegawai negeri sipil. Pembahasan memaparkan pihak yang 
terkait dan tugas yang selama ini telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Pihak yang terkait dirasa perlu dipaparkan untuk 
mengetahui lebih jauh peran setiap pihak dalam proses pencairan gaji pegawai 
negeri sipil. 
 Bukan hanya pihak yang terkait dan mekanisme pencairan gaji yang diatur 
oleh Pemerintah Daerah tetapi juga dokumen yang digunakan. Dokumen yang 
digunakan merupakan syarat – syarat tertulis yang harus dipenuhi dan diajukan 
untuk dapat mencairkan anggaran. Dokumen tersebut memuat surat dari awal  
permintaan anggaran sampai dokumen yang menunjukkan perintah untuk 
mencairkan dana pada bank yang ditunjuk. 
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 Dokumen untuk  mencairkan anggaran terdiri dari beberapa surat, dan 
surat tersebut tidaklah sedikit, untuk itu perlu adanya suatu pembahasan untuk 
menunjukkan surat – surat yang diperlukan dalam proses cairnya anggaran 
gaji. Pembahasan tersebut akan menjelaskan dokumen yang harus dipenuhi di 
dalam proses pencairan gaji berlandaskan atas pengamatan yang dilakukan 
pada proses pencairan gaji pegawai negeri sipil. 
 Gaji atas Pegawai negeri sipil yang sudah cair juga terutang pajak 
penghasilan pasal 21. Pajak yang terutang tersebut harus disetorkan ke kas 
Negara. Penyetoran pajak penghasilan menggunakan dokumen yang diperlukan 
untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran pajak penghasilan atas 
gaji pegawai negeri sipil terdapat mekanisme yang harus ditaati. Perlu adanya 
pembahasan yang menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 
pegawai negeri sipil yang selama ini terjadi apakah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Pembahasan yang dilakukan atas dasar kegiatan prosedur 
penggajian yang selama ini terjadi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Surakarta. 
 Berdasar latar belakang diatas, maka penulis membuat laporan dengan 
judul “ANALISIS MEKANISME PENCAIRAN GAJI sampai PENGENAAN 
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 atas GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL”. 
 
B. Rumusan Masalah 
     Penulisan laporan ini, berlandaskan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana alur pencairan gaji atas pegawai negeri sipil? 
2. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan gaji? 
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3. Bagaimana mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji 
pegawai negeri sipil pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kota Surakarta ? 
4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk penyetoran pajak penghasilan 
pasal 21 ke kantor pajak? 
5. Apakah prosedur atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 
2009 yang telah dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai 




1. Mengetahui prosedur yang benar untuk mencairkan gaji pegawai negeri 
sipil. 
2. Mengetahui syarat yang dibutuhkan di dalam pencairan gaji pegawai 
negeri sipil. 
3. Memaparkan alur  pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai 
negeri sipil yang sudah cair. 
4. Memaparkan syarat yang harus dipenuhi untuk penyetoran pajak 
penghasilan pasal 21 ke kantor pajak. 
5. Mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji 
pegawai negeri sipil pada tahun 2009 yang telah dilakukan pada Dinas 






1. Bagi Penulis 
          Mengetahui dan menambah wawasan mengenai alur pencairan gaji 
atas pegawai negeri sipil dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas 
gaji pegawai negeri sipil yang sudah cair. 
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil 
          Memberikan penjelasan pengetahuan atas mekanisme atau prosedur 
yang harus ditempuh untuk dapat mencairkan anggaran gaji pegawai 
negeri sipil yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta memberikan penjelasan atas prosedur pengenaan pajak penghasilan 
pasal 21 atas gaji yang telah cair. 
3. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 
selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 
          Memberikan pembahasan atas penghitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil yang selama tahun 2009 telah 
dilaksanakan, dan memberi masukan atas pelaksanaan prosedur pencairan 
gaji pegawai negeri sipil yang telah dilaksanakan. 
4. Bagi Pihak Lain 
          Penulis berharap laporan yang telah disusun ini dapat bermanfaat 
bagi pihak lain yang membutuhkan pengetahuan atas alur pencairan gaji 
dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai Negeri Sipil 
yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar atau informasi untuk 




E. Metode Penelitian 
1. Desain Penelitian 
  Pada Laporan Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan 
desain penelitian yang dilandaskan pada desain survei. Desain survei 
dilakukan dengan pengukuran menggunakan sampel atas data yang 
ditemukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Surakarta. 
2. Jenis Data 
a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 
dan gambar. 
b. Data Kuantitatif  yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 
data kualitatif yang diangkakan. 
3. Sumber Data 
a. Sumber Data berasal dari : 
1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti mengenai data – data yang berhubungan langsung dengan 
prosedur penggajian pegawai negeri sipil dan perhitungan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil. 
2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan mempelajari buku – buku, literatur, Undang – Undang 






b. Sumber data didapat dari : 
1) Informan yaitu orang atau pihak - pihak yang dipandang mengetahui 
dan mengerti permasalahan yang akan dibahas dan bersedia 
memberikan informasi. 
2) Dokumen yang merupakan sumber data yang memiliki posisi penting 
dan menunjang dalam proses pembahasan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
  a. Observasi atau pengamatan 
       Pengamatan ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk 
mendapat informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan tentang 
permasalahan yang diangkat. 
 b. Interview atau wawancara 
       Penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai setiap 
pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang  diangkat untuk 
mendapat informasi yang lebih akurat. 
 c. Dokumenter 
       Dokumen yang dijadikan sumber informasi bagi penulis adalah 
dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. 
Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip – arsip serta perundang – 
undangan dan dokumen lain yang mendukung pencarian informasi yang 








A. Pengertian Pajak 
 Menurut Smeets seperti yang dikutip oleh Suandy ( 2002 ) 
mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang 
melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan , tanpa adanya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual 
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
 Munawir ( 1992 ) yang mengutip pernyataan Rochmat Soemitro 
mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 
Undang – Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
 Pajak yaitu iuran kepada kas Negara yang dapat dipaksakan yang 
terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan -  peraturan, dengan 
tidak mndapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat dittunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan 
(Pudyatmoko, 2002 ). 
 Dari beberapa definisi pajak diatas dapat diambil kesimpulan mengenai 
pengertian pajak sesuai dengan karakteristik pajak yaitu pajak merupakan 
iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasar peraturan 
perundang – undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi 




B. Fungsi Pajak 
 Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak, terdapat adanya dua 
fungsi pajak, yaitu : 
1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir) 
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 
pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu 
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
2. Fungsi Mengatur (Reguler ) 
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi maupun politik dengan tujuan 
tertentu. Sebagai contoh pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk barang 
mewah. 
 
C. Sistem Pemungutan Pajak 
 Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi : 
 1. Official Assessment System 
     adalah suatu  sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. 
 2. Self Assessment System  
     adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 




 3. Withholding System 
     Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang 
kepada pihak ketiga , bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. 
 
D. Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, ditinjau dari 
sifatnya dikategorikan sebagai pajak subyektif. Dengan pengertian Pajak 
Penghasilan berpangkal atau mendasarkan pada Subjek Pajak. Pajak subyektif 
yang artinya pajak yang dikenakan karena ada subyeknya yakni yang telah 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. 
Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang – 
Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap 
Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dalam Tahun Pajak. 
1. Cara Menghitung Pajak 
Cara menghitung pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak 
dengan Penghasilan Kena Pajak. 
Pajak terutang = tarif pajak x Penghasilan Kena Pajak 
Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan 
besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dikenal dua golongan Wajib 
Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. 
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          Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara 
untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan 
dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma 
Penghitungan. 
          Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena 
Pajak dibedakan antara: 
1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. 
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya. 
 
E. Pajak Penghasilan Pasal 21 
1. Dasar Hukum 
a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan. 
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang 
Pajak Penghasilan. 
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 
7 tahun 1991. 
d. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1991 tentang 




e. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan. 
2. Definisi 
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang 
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. 
3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 
Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang 
dipotong Pajak Penghasilan pasal 21, yang terdiri dari : 
a. Pegawai ( termasuk pegawai negeri sipil. Pegawai tetap dan pegawai 
lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala). 
b. Penerima pension. 
c. Penerima honorarium. 
d. Penerima upah. 
e. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. 
4. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 
a. kantor perwakilan negara asing 
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat 
lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada 
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka 
dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak 
menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau 
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pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan 
timbal balik 
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat 
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 
2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan 
warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau 
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 
atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk 
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya. 
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
c. laba usaha. 
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 
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e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
m. penghasilan lain yang diatur dalam Undang – Undang. 
6. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 
a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, harta hibahan yang 
ketentuannya diatur Peraturan Menteri Keuangan. 
b. warisan. 
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b. 
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan 
Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau 




e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha 
milik negara, atau badan usaha milik daerah. 
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension baik yang dibayar 
oleh pemberi kerja maupun pegawai. 
h. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan,perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif. 
i. dan yang lainnya sesuai Undang- Undang. 
7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 
b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
atau kegiatan. 
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 
pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pension. 
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 
melakukan pekerjaan bebas. 
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e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 
dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 
8. Pengurangan yang diperbolehkan 
a. biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. Adapun besarnya biaya jabatan 
sekarang adalah 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 
Rp6.000.000,- setahun atau Rp500.000,- sebulan. Ketentuan 
sebelumnya jumlah maksimal adalah Rp1.296.000,- setahun 
atau Rp108.000,- sebulan. Sedangkan biaya pensiun sekarang adalah 
Rp2.400.000,- setahun atau Rp200.000,- sebulan. 
b. iuran pensiun. 
c. Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
1)  Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu 
rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 
2) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 
3)  Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu 
rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami. 
4) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang 
untuk setiap keluarga. 
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9. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
Orang Pribadi dalam negeri 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
sampai dengan Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 
5% 
(lima persen) 
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) 
15% 
(lima belas persen) 
 
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
25% 
(dua puluh lima 
persen) 
di atas Rp500.000.000,00  
(lima ratus juta rupiah) 
30% 















A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Surakarta ( DPPKA Kota Surakarta ) 
         Pada tahun 1946 setelah Proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia di Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya 
pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini 
dapat diredam untuk sementara waktu oleh Pemerintah dengan 
mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16 
/ S-D yang menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah 
karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta. 
        Peraturan yang telah ada kemudian disempurnakan dengan 
dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang 
menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota 
Surakarta pada waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 
kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Karanganyar belum diserahkan. 
Pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru 
terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis Pemerintah 
Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan.  
        Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta 
Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka 
Jawatan Umum diganti menadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi 
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dalam urusan – urusan dan setiap urusan – urusan tersebut terbagi dalam 
bagian – bagian. 
        Dengan perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 
penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani 
Jawatan Keuangan kini ditangani oleh Urusan Pajak. Berdasar Surat 
Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari 
1970 No. 259/ X. 10/Kp. 70 tentang struktur Organisasi Kotamadya 
Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian 
yang membawahi urusan – urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan 
Umum, urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. 
        Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ Kep/ Kdh. IV/Kp.72 tentang 
penghapusan Bagian Pajak dan pembentukan dinas baru. Dinas baru 
tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat 
DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin kepala dinas yang 
berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. 
        Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahan Kota Surakarta 
mengalami perbaikan, dengan pertimbangan – pertimbangan yang matang 
Peraturan Daerah No.6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II diubah menjadi Peraturan 
Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan 
Daerah ( DIPENDA ) berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset yang sering disebut dengan DPPKA. 
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        Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 
2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam 
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset dibagi kedalam bidang yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala 
Dinas. Masing – masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam 
menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset.   
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kota Surakarta    
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
terdiri    dari : 
a. Kepala. 
b. Sekretariat, membawahkan  : 
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan : 
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 




d. Bidang Penetapan, membawahkan : 
1. Seksi Perhitungan; 
2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. 
e. Bidang Penagihan, membawahkan : 
1. Seksi Penagihan dan Keberatan; 
2. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
f. Bidang Anggaran, membawahkan : 
1. Seksi Anggaran I; 
2. Seksi Anggaran II. 
g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 
1. Seksi Pembendaharaan I; 
2. Seksi Perbendaharaan II. 
h. Bidang Akuntansi, membawahkan : 
1. Seksi Akuntansi I; 
2. Seksi Akuntansi II. 
i. Bidang Asset, membawahkan : 
1. Seksi Perencanaan Asset; 
2. Seksi Pengelolaan Asset. 
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
k. Kelompok Jabatan Fungsional.  





       
 
 































 3.1  Bagan Organisasi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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3. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural 
a. Kepala Dinas 
        Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 
dan aset. 
Uraian tugas kepala dinas adalah sebagai berikut : 
1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas. 
2) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas. 
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang – undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program 
kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 
4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan 
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku. 
5) Menerapkan Standar Pelayanan minimal. 
6) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan. 
7) Menyusun kebijakan teknis teknis di bidang pendaftaran, 
pendataan dan dokumentasi. 
8) Menyusun kebijakan teknis di bidang penetapan, penagihan, 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi,aset. 
9) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dan / atau perizinan di bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset. 
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10) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
perubahan dan perhitungan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
11) Menyelenggarakan pengelolaan anggaran, aset daerah. 
12) Menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan 
wajib retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas. 
13) Menyelenggarakan pelaksanaan perhitungan, penetapan dan 
angsuran pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas. 
14) Menyelenggarakan pengelolaan perbendaharaan dan Akuntansi 
Keuangan Daerah. 
15) Mengkoordinasikan pengelolaan retribusi daerah.  
16) Memberikan pertimbangan teknis penggunaan aset Daerah. 
17) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 
18) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan ssecara periodik. 
19) Memberikan usul dan saran kepada atasan 
20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
b. Sekretariat 
      Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh Kepala 
Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 
tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan ,umum dan 




Uraian tugas yang dilaksanakan sekretaris sebagai berikut  
1) Menyusun rencana kerja sekretariat berdasar rencana stategis 
dan rencana kerja Dinas. 
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana 
kerja Dinas. 
3) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan. 
4) Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, 
keuangan, umum, kepegawaian. 
5) Memberikan usul dan saran kepada atasan. 
6) Melaporkan  hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
7) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian 
penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 
8) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan 
rencana strategis, rencana kerja Dinas. 
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 Sekretariat membawahi subbagian – subbagian sebagai berikut: 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
       Subbagian ini mempunyai tugas untuk melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di 




2) Subbagian Keuangan 
       Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan administrasi keuangan. 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 
       Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas 
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaiaan. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 
       Kepala Bidang pendaftaran, pendataan, dan dokumentasi 
mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan dibidang pendaftaran dan pendataan 
serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan 
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi membawahi 
seksi– seksi berikut: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
       Seksi ini mempunyai tugas  meelaksanakan pendaftaran, 
pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak 
Daerah (WPD) dan Wajib Pajak Retribusi Daerah (WRD). 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
        Tugas dari Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang dokumentasi dan pengolahan data, meliputi kegiatan 
menghimpun, mendokumentasikan, menganalisa dan mengolah 
data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah. 
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d. Bidang Penetapan 
      Bidang Penetapan bertugas menyelengarakan pembinaan dan 
bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan 
Pajak dan Retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi 
pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. 
Bidang Penetapan membawahi seksi – seksi sebagai berikut 
1) Seksi perhitungan 
       Kepala Seksi perhitungan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
perhitungan, meliputi penghitungan dan penetapan besarnya 
pajak dan retribusi daerah. 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 
     Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang penerbitan surat ketetapan, meliputi menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah ( SKRD ), dan surat – surat ketetapan pajak daerah dan 
retribusi daerah lainnya. 
e. Bidang Penagihan 
       Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penagihan dan keberatan dan pengelolaan 
penerimaan sumber pendapatan lain. 
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Bidang Penagihan membawahi seksi – seksi sebagai berikut  
1) Seksi Penagihan dan Keberatan 
        Kepala  seksi Pengihan dan Keberatan mempunyai tugas 
melakukan  penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  taknis     
di bidang penagihan dan keberatan, meliputi penagihan 
tunggakan  pajak daerah, retribusi daerah dan sumber 
pendapatan lainnya  serta  melayani  permohonan  keberatan dan 
penyelesaiannya. 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
       Kepala seksi ini bertugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan penerimaan 
sumber pendapatan lain, meliputi mengumpulkan dan mengolah 
data sumber – sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan 
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku. 
f. Bidang Anggaran 
       Bidang Anggaran bertugas membuat rencana anggaran 
penerimaan pajak, retribusi, dan rencana pembelanjaan keperluan 
instansi serta mengatur pengeluaran dana yang telah dianggarkan. 
Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu 
kesatuan tim kerja, yaitu sebagai berikut  
1) Seksi Anggaran I 
       Kepala Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
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anggaran 1, meliputi perencanaan, pengelolaan dan 
pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 
daerah pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga beserta 5 UPTD, 27 Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 
Sekolah Menengah Atas Negeri, 9 Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar dan Taman Kanak – Kanak 
Pembina dan Dinas lain sesuai peraturan perundangan. 
2) Seksi Anggaran II 
       Kepala Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
anggaran II, meliputi perencanaan, pengelolaan dan 
pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 
daerah pada Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan 
Kelurahan, dan pada Dinas lain sesuai peraturan perundangan. 
g. Bidang Perbendaharaan 
       Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II. 
Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai berikut 
1) Melaksanakan rencana kerja Bidang berdasar rencana strategis 
dan rencana kerja Dinas. 
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2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan. 
3) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan. 
4) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 
5) Melaksaankan pemantauan penerimaan dan pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan atau 
lembaga keuangan lain. 
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Bidang Perbendaharaan dibantu oleh dua kelompok seksi  
1) Seksi Perbendaharaan I 
       Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang Perbendaharaan I, meliputi pengelolaan perbendaharaan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, 27 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sekolah Menengah Atas 
Negeri, 9 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sanggar 
Kegiatan Belajar dan Taman Kanak – Kanak Pembina dan Dinas 
lain sesuai peraturan perundangan. 
2) Seksi Perbendaharaan II 
       Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
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bidang perbendaharaan II, meliputi pengelolaan perbendaharaan 
Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan, dan 
pada Dinas lain sesuai peraturan perundangan. 
h. Bidang Akuntansi 
       Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang akuntansi. 
Uraian tugas kepala bidang akuntansi sebagai berikut  
1) Melaksanakan rencana kerja bidang berdasar rencana strategis 
dan rencana kerja dinas. 
2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan. 
3) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Akuntansi. 
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Bidang Akuntansi membawahi seksi – seksi sebagai berikut  
1) Seksi Akuntansi I 
       Kepala Seksi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan 
peniapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi 
I, meliputi penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 
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Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, 27 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sekolah Menengah Atas 
Negeri, 9 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sanggar 
Kegiatan Belajar dan Taman Kanak – Kanak Pembina dan Dinas 
lain sesuai peraturan perundangan. 
2) Seksi Akuntansi II 
       Kepala Seksi Akuntansi II bertugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi II, 
meliputi penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada 
Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
Satuan Polisi Pamong Praja, dan pada Dinas lain sesuai 
peraturan perundangan. 
i. Bidang Aset 
      Kepala Bidang Aset bertugas melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan 
aset dan pengelolaan aset serta mencatat dan mengelola semua aset 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 
Bidang Aset membawahi seksi – seksi sebagai berikut  
1) Seksi Perencanaan Aset 
     Kepala Seksi Perencanaan Aset mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan aset, meliputi penetapan kebijakan, pelaksanaan, 
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analisis kebutuhan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan 
pengadaan aset daerah, dan pendokumentasian aset daerah. 
2) Seksi Pengelolaan Aset 
     Kepala Seksi Pengelolaan Aset bertugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan aset, meliputi penetapan kebijakan, pelaksanaan, 
pembinaan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan aset, 
penggunaan dan pemanfaatan aset dan perubahan status hukum 
aset. 
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) 
       Unit Pelaksana Teknis Dinas bertugas untuk memungut dan 
mengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Surakarta. 
k. Kelompok Jabatan Fungsional 
       Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas pada cabang dinas di Kecamatan. 
 
B. Pembahasan 
1. Mekanisme pencairan gaji pegawai negeri sipil serta dokumen yang 
digunakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Surakarta. 
a. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pengajuan Surat 
Permintaan Pembayaran ( SPP ). Untuk belanja gaji pegawai negeri 
dalam APBD termasuk dalam pembayaran melalui pembebanan 
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Langsung. SPP-LS diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada 
Pengguna Anggaran dengan diketahui PPTK melalui PPK-SKPD. 
b. Kelengkapan dokumen SPP Gaji Pegawai mencakup : 
1) SPP Pembayaran Gaji Induk. 
2) SPP Kekurangan Gaji (jika ada), Tunjangan Jabatan, Uang Duka 
Wafat. 
3) SPP Penghasilan. 
4) SPP iuran Askes. 
c. Pengajuan SPP Gaji Induk dibuat rangkap 3 dilampiri dokumen 
1) Nomor rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. Bank Jateng 
selaku kas daerah. 
2) Daftar Rekapitulasi Pegawai beserta keluarga. 
3) Daftar perbedaan gaji bulan lalu dengan bulan berjalan (jika ada). 
4) Daftar gaji untuk para pegawai. 
5) Daftar rincian Belanja dan tunjangan pegawai pembayaran Gaji. 
6) Rekap Daftar Gaji untuk bulan yang bersangkutan per golongan. 
d. Pengajuan SPP PT Asuransi Kesehatan, Pajak Penghasilan pasal 21 
dibuat oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
rangkap 3 dilampiri dokumen sebagai berikut : 
1) Surat Pengantar SPP. 
2) Surat Permintaan Pembayaran. 
3) Rekapitulasi Daftar Gaji. 




e. Penerbitan SPM 
1) PPK-SKPD menerima SPP-LS baik untuk pengadaan barang 
maupun belanja tidak langsung, belanja gaji pegawai yang diajukan 
oleh Bendahara Pengeluaran. 
2) PPK- SKPD mencatat SPP- LS yang diterima ke dalam Register 
SPP. 
3) Setiap SPP yang memenuhi persyaratan lengkap dan sah, akan 
dibuatkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD selanjutnya dimintakan 
otorisasi Pengguna Anggaran. PPK-SKPD mencatat penerbitan 
SPM – LS ke dalam Register Penerbitan SPM. 
4) SPM-LS rangkap 3 lembar: 
a) lembar 1 dan 2 dikirim ke Kuasa BUD. 
b) lembar 2 dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran setelah 
diberi cap, tanggal dan nomor yang diterima oleh Kuasa BUD. 
c) lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD. 
5) SPM yang telah diterbitkan, untuk selanjutnya diajukan kepada 
Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 
6) PPK-SKPD menerima SP2D (lembar 2) yang dibubuhi cap telah 
diterbitkan SP2D tanggal dan nomor. 
7) PPK- SKPD mencatat SP2D yang diterima dalam register SP2D. 
8) PPK- SKPD menyerahkan SP2D ke Bendahara Pengeluaran. 




10) Bendahara Pengeluaran meneima tunai / transfer uang dari PT. 
Bank Jateng selaku kas daerah. 
11)Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan kas ke dalam buku 
Kas Umum di sisi Penerimaan. 
12)Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran kas ke dalam buku 
kas umum di sisi pengeluaran. Pengeluaran digunakan untuk 
pembayaran pembiayaan termasuk pembayaran gaji pegawai. 
13)Bendahara Pengeluaran mencatat pemotongan dan penyetoran 
pajak ke dalam Buku Pajak. 
2. Mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri 
sipil dan Dokumen yang dibutuhkan untuk penyetoran pajak penghasilan. 
Terdapat 3 prosedur 
a. Menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21  
1) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah penghasilan 
dan tunjangan-tunjangan yang sebenarnya diterima atau diperoleh 
oleh karyawan ditambah dengan Tunjangan Hari Raya dalam tahun 
pajak atau bagian tahun pajak. 
2) Gaji tersebut kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan dan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang kemudian menghasilkan 
penghasilan neto. 
3) Untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang yaitu 
dengan mengalikan penghasilan neto dengan tarif pengenaan Pajak 




b. Menyetorkan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai 
1) Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset mendaftarkan 
diri sebagai pemotong pajak ke Kantor Pelayanan Pajak di 
Surakarta. 
2) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak yang diisi sesuai perhitungan 
yang telah dilakukan pemotong pajak. 
3) Pemotong pajak memberikan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 kepada pegawai. 
c. Melaporkan Surat Pemberitahuan 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pemotong 
pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 beserta lampirannya, Surat Setoran Pajak, dan 
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tertutang ke Kantor 
Pelayanan Pajak di Surakarta. 
3. Pembahasan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai pada 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta sesuai 
perhitungan Dinas dan perhitungan penulis. 
Berikut disajikan tabel nama dan penghasilan pegawai bulan Januari tahun 
2009 berdasarkan pengambilan sampel 10 orang pegawai atas seluruh 
pegawai yang berjumlah 135orang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 








Nama Pegawai Status Gaji Pokok Tunj Istri Tunj Anak Tunj Jabatan Tunj Struktural Tunj beras Total 
1. SUTADI K/2 1.552.300 155.230 62.092 180.000 0 166.320 2.115.942 
2. GATOT BUDI S. K/2 1.552.300 155.230 62.092 180.000 0 166.320 2.115.942 
3. SISWOKO S. K/1 1.618.000 161.800 32.360 185.000 0 124.740 2.121.900 
4. NUNING S. S.,SH TK/0 2.057.800 0 0 0 540.000 41.580 2.639.380 
5. ARIE SISWANTO K/2 1.938.700 193.870 77.548 185.000 0 166.320 2.561.438 
6. BUDIMAN S. P. K/2 1.938.700 193.870 77.548 185.000 0 166.320 2.561.438 
7. YULI INDRATNO K/2 1.618.000 161.800 64.720 185.000 0 166.320 2.195.840 
8. SRI W., SE K/0 1.974.300 197.430 0 0 540.000 83.160 2.794.890 
9. YOHANES P.,SH.MSi K/1 1.964.400 196.440 39.288 0 540.000 124.740 2.864.868 
10. WINARNO S Sos K/2 1.974.300 197.430 78.972 185.000 0 166.320 2.602.022 
Sumber. Bagian Perbendaharaan 
               Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Surakarta 
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Perhitungan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Surakarta sesuai dengan Undang- Undang No 17 Tahun 2000. 
1.  Sutadi  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.552.300 
 Tunj Istri   155.230 
 Tunj Anak     62.092 
  Jumlah gaji dan tunj 1.769.622 
 Tunj Jabatan   180.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.115.942 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5% * 2.115.942 105.797 
- Biaya Pensiun 4,75%*1.769.622   84.057 
 Jumlah pengurang   (189.854) 
 Penghasilan neto 1 bulan   1.926.088 
 Penghasilan Neto I tahun   23.113.056 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan (2)   2.400.000 
    (16.800.000) 
 PKP     6.313.056 
 PKP     6.313.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   = 315.650 
 PPh pasal 21 1 bulan   = 26.304 
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2. Gatot Budi Santoso ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.552.300 
 Tunj Istri   155.230 
 Tunj Anak     62.092 
  Jumlah gaji dan tunj 1.769.622 
 Tunj Jabatan   180.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.115.942 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5% * 2.115.942 105.797 
- Biaya Pensiun 4,75%*1.769.622   84.057 
 Jumlah pengurang   (189.854) 
 Penghasilan neto 1 bulan   1.926.088 
 Penghasilan Neto I tahun   23.113.056 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan (2)   2.400.000 
    (16.800.000) 
 PKP     6.313.056 
 PKP     6.313.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   = 315.650 





3. Siswoko Santoso (K/1) 
 Gaji Pokok 1.618.000  
 Tunj Istri     161.800 
 Tunj Anak      32.360 
  Jumlah gaji dan tunj 1.812.160 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   124.740 
  Jumlah bruto   2.121.900 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5% * jumlah bruto 106.095 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji   86.077 
 Jumlah pengurang   (192.172) 
 Penghasilan neto 1 bulan   1.929.728 
 Penghasilan Neto I tahun   23.156.736 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan (1)   1.200.000 
    (15.600.000) 
 PKP     7.556.736 
 PKP     7.556.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% * PKP  = 377.800 





4.Nuning S.S.,SH (TK/0) 
 Gaji Pokok 2.057.800 
  Jumlah gaji dan tunj 2.057.800 
 Tunj Struktural     540.000 
 Tunj Beras      41.580 
  Jumlah bruto   2. 639.380 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%*jumlah bruto=max 108.000 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji   97.745 
 Jumlah pengurang   (205.745) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.433.635 
 Penghasilan Neto I tahun   29.203.620 
 PTKP : WP pribadi   (13.200.000) 
 PKP   16.003.620 
 PKP     16.003.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% *PKP  = 800.150 










5. Arie Siswanto  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.938.700 
 Tunj Istri    193.870 
 Tunj Anak      77.548 
  Jumlah gaji dan tunj 2.210.118 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.561.438 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5% *jumlah bruto=max= 108.000 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji 104.980 
 Jumlah pengurang   (212.980) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.348.458 
 Penghasilan Neto I tahun   28.181.496 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan (2)   2.400.000 
    (16.800.000) 
 PKP     11.381.496 
 PKP     11.381.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%* PKP   = 569.050 





6. Budiman S.P.  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.938.700 
 Tunj Istri    193.870 
 Tunj Anak      77.548 
  Jumlah gaji dan tunj 2.210.118 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.561.438 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%*jumlah bruto=max= 108.000 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji 104.980 
 Jumlah pengurang   (212.980) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.348.458 
 Penghasilan Neto I tahun   28.181.496 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan (2)   2.400.000 
    (16.800.000) 
 PKP     11.381.496 
 PKP     11.381.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% *PKP  = 569.050 





7. Yuli Indratno  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.618.000 
 Tunj Istri    161.800 
 Tunj Anak      64.720 
  Jumlah gaji dan tunj 1.844.520 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.195.840 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%*jumlah bruto=max=  108.000 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji   87.614 
 Jumlah pengurang   (195.614) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.000.226 
 Penghasilan Neto I tahun   24.002.712 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan (2)   2.400.000 
    (16.800.000) 
 PKP      7.202.712 
 PKP      7.202.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%*PKP   = 360.100 





8. Sri W.,SE ( K/0 ) 
 Gaji Pokok 1.974.300 
 Tunj Istri    197.430 
  Jumlah gaji dan tunj 2.171.730 
 Tunj Struktural    540.000 
 Tunj Beras     83.160 
  Jumlah bruto   2.794.890 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%*jumlah bruto=max= 108.000 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji 103.157 
 Jumlah pengurang   ( 211.257) 
 Penghasilan neto 1 bulan    2.583.733 
 Penghasilan Neto I tahun   31.004.796 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
    (14.400.000) 
 PKP     16.604.796 
 PKP     16.604.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% *PKP  = 830.200 







9. Yohanes P.,SH,MSi  ( K/1 ) 
 Gaji Pokok 1.964.400 
 Tunj Istri    196.440 
 Tunj Anak      39.288 
  Jumlah gaji dan tunj 2.200.128 
 Tunj Struktural   540.000 
 Tunj Beras   124.740 
  Jumlah bruto   2.864.868 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%*jumlah bruto=max=  108.000 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji  104.506 
 Jumlah pengurang   (212.506) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.652.362 
 Penghasilan Neto I tahun   31.828.344 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan    1.200.000 
    (15.600.000) 
 PKP     16.228.344 
 PKP     16.228.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%*PKP   = 811.400 





10. Winarno S.Sos ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.974.300 
 Tunj Istri    197.430 
 Tunj Anak      78.972 
  Jumlah gaji dan tunj 2.250.702 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.602.022 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%*jumlah bruto 108.000 
- Biaya Pensiun 4,75%*jumlah gaji 106.908 
 Jumlah pengurang   (214.908) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.387.114 
 Penghasilan Neto I tahun   28.645.368 
 PTKP : WP pribadi  13.200.000 
      WP Menikah   1.200.000 
      WP tanggungan (2)   2.400.000 
    (16.800.000) 
 PKP     11.845.368 
 PKP     11.845.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% *PKP  = 592.250 
 PPh pasal 21 1 bulan   = 49.354 
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Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dasar Undang – Undang No 36 
Tahun 2008 ( dalam Ribuan ). 
1.  Sutadi  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.552.300 
 Tunj Istri   155.230 
 Tunj Anak     62.092 
  Jumlah gaji dan tunj 1.769.622 
 Tunj Jabatan   180.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.115.942 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5% * 2.115.942 105.797 
- Biaya Pensiun 5%*1.769.622  88.481 
 Jumlah pengurang   (194.278) 
 Penghasilan neto 1 bulan   1.921.664 
 Penghasilan Neto I tahun   23.059.966 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan (2)   2.640.000 
    (19.800.000) 
 PKP     3.259.966 
 PKP     3.259.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% * 3.259.000  = 162.950 
 PPh pasal 21 1 bulan   = 13.579 
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2. Gatot Budi Santoso ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.552.300 
 Tunj Istri   155.230 
 Tunj Anak     62.092 
  Jumlah gaji dan tunj 1.769.622 
 Tunj Jabatan   180.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.115.942 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5% * 2.115.942 105.797 
- Biaya Pensiun 5%*1.769.622  88.481 
 Jumlah pengurang   (194.278) 
 Penghasilan neto 1 bulan   1.921.664 
 Penghasilan Neto I tahun   23.059.966 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan (2)   2.640.000 
    (19.800.000) 
 PKP     3.259.966 
 PKP     3.259.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% * 3.259.000  = 162.950 





3. Siswoko Santoso (K/1) 
 Gaji Pokok 1.618.000  
 Tunj Istri     161.800 
 Tunj Anak      32.360 
  Jumlah gaji dan tunj 1.812.160 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   124.740 
  Jumlah bruto   2.121.900 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5% *  106.095 
- Biaya Pensiun 5%*   90.608 
 Jumlah pengurang   (196.703) 
 Penghasilan neto 1 bulan   1.925.197 
 Penghasilan Neto I tahun   23.102.364 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan (1)   1.320.000 
    (18.480.000) 
 PKP     4.622.364 
 PKP     4.622.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5% * 4.622.000  =231.100 





4.Nuning S.S.,SH (TK/0) 
 Gaji Pokok 2.057.800 
  Jumlah gaji dan tunj 2.057.800 
 Tunj Struktural     540.000 
 Tunj Beras      41.580 
  Jumlah bruto   2. 639.380 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%  131.969 
- Biaya Pensiun 5% 102.890 
 Jumlah pengurang   (234.859) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.404.521 
 Penghasilan Neto I tahun   28.854.252 
 PTKP : WP pribadi   (15.840.000) 
 PKP     13.014.252 
 PKP     13.014.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   =650.712 










5. Arie Siswanto  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.938.700 
 Tunj Istri    193.870 
 Tunj Anak      77.548 
  Jumlah gaji dan tunj 2.210.118 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.561.438 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%  128.071 
- Biaya Pensiun 5% 110.505 
 Jumlah pengurang   (238.576) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.322.862 
 Penghasilan Neto I tahun   27.874.344 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan (2)   2.640.000 
    (19.800.000) 
 PKP     8.074.344 
 PKP     8.074.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   = 403.717 





6. Budiman S.P.  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.938.700 
 Tunj Istri    193.870 
 Tunj Anak      77.548 
  Jumlah gaji dan tunj 2.210.118 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.561.438 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%  128.071 
- Biaya Pensiun 5% 110.505 
 Jumlah pengurang   (238.576) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.322.862 
 Penghasilan Neto I tahun   27.874.344 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan (2)   2.640.000 
    (19.800.000) 
 PKP     8.074.344 
 PKP     8.074.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   = 403.717 





7. Yuli Indratno  ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.618.000 
 Tunj Istri    161.800 
 Tunj Anak      64.720 
  Jumlah gaji dan tunj 1.844.520 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.195.840 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%  109.792 
- Biaya Pensiun 5%   92.226 
 Jumlah pengurang   (202.018) 
 Penghasilan neto 1 bulan   1.993.822 
 Penghasilan Neto I tahun   23.925.864 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan (2)   2.640.000 
    (19.800.000) 
 PKP     4.125.864 
 PKP     4.125.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   = 206.250 





8. Sri W.,SE ( K/0 ) 
 Gaji Pokok 1.974.300 
 Tunj Istri    197.430 
  Jumlah gaji dan tunj 2.171.730 
 Tunj Struktural    540.000 
 Tunj Beras     83.160 
  Jumlah bruto   2.794.890 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%  139.744 
- Biaya Pensiun 5% 108.586 
 Jumlah pengurang   ( 248.330) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.546.560 
 Penghasilan Neto I tahun   30.558.720 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
    (17.160.000) 
 PKP     13.398.720 
 PKP     13.398.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   = 669.900 







9. Yohanes P.,SH,MSi  ( K/1 ) 
 Gaji Pokok 1.964.400 
 Tunj Istri    196.440 
 Tunj Anak      39.288 
  Jumlah gaji dan tunj 2.200.128 
 Tunj Struktural   540.000 
 Tunj Beras   124.740 
  Jumlah bruto   2.864.868 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%  143.243 
- Biaya Pensiun 5% 110.006 
 Jumlah pengurang   (253.249) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.611.619 
 Penghasilan Neto I tahun   31.339.428 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan    1.320.000 
    (18.480.000) 
 PKP     12.859.428 
 PKP     12.859.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   =642.950 





10. Winarno S.Sos ( K/2 ) 
 Gaji Pokok 1.974.300 
 Tunj Istri    197.430 
 Tunj Anak      78.972 
  Jumlah gaji dan tunj 2.250.702 
 Tunj Jabatan   185.000 
 Tunj Beras   166.320 
  Jumlah bruto   2.602.022 
 Pengurang : 
- Biaya Jabatan 5%  130.101 
- Biaya Pensiun 5% 112.535 
 Jumlah pengurang   (242.636) 
 Penghasilan neto 1 bulan   2.359.386 
 Penghasilan Neto I tahun   28.312.632 
 PTKP : WP pribadi  15.840.000 
      WP Menikah   1.320.000 
      WP tanggungan (2)   2.640.000 
    (19.800.000) 
 PKP     8.512.632 
 PKP     8.512.000 
 PPh pasal 21 1 tahun    = 5%   = 425.600 





 Penelitian dan Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 
gaji pegawai telah dilakukan. Berikut disajikan tabel rekapitulasi perbandingan 
hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh Dinas dan Penulis untuk lebih mudah 
melihat perbedaan yang terjadi. 
 
Tabel 3.2 
Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasar Penghitungan 
Kedinasan dan Perhitungan Penulis  





1 Sutadi Rp. 26.304 Rp. 13.579 Rp.12.725 
2 Gatot Budi Santoso Rp.26.304 Rp.13.579 Rp. 12.725 
3 Siswoko Santoso Rp.31.483 Rp.19.258 Rp.12.225 
4 Nuning S.S.,SH Rp.66.679 Rp.54.226 Rp.12.453 
5 Arie Siswanto   Rp.47.421 Rp.33.643 Rp.13.778 
6 Budiman S.P.   Rp.47.421 Rp.33.643 Rp.13.778 
7 Yuli Indratno   Rp.30.008 Rp.17.187 Rp.12.821 
8 Sri W.,SE Rp.69.183 Rp.55.825 Rp.13.358 
9 Yohanes P.,SH,MSi   Rp.67.616 Rp.53.579 Rp.14.037 
10 Winarno S.Sos Rp.49.354 Rp.35.466 Rp.13.888 
  Jumlah Selisih   Rp.131.788 
  
 Tabel diatas menunjukan perbandingan hasil perhitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 atas sampel 10 pegawai pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Surakarta. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, 
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menunjukkan bahwa hasil perhitungan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan 
oleh pihak Kedinasan berbeda dengan Penghitungan penulis. Perbedaan yang 
terjadi dikarenakan penggunaan dasar Undang – Undang yang berbeda antara 
penulis dan pihak Kedinasan. Data yang dijadikan dasar penghitungan diatas 
adalah data gaji para pegawai pada Bulan Januari 2009. Sesuai dengan Undang – 
Undang Pajak Penghasilan yang baru yaitu Undang – Undang No 36 Tahun 2008 
seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2009 akan tetapi pada Januari 2009 Pihak 
Kedinasan tetap melakukan penggenaan Pajak Penghasilan berdasar Undang- 
Undang No 17 tahun 2000,hal  itulah penyebab dari kesalahan perhitungan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas pegawai. 
 Dari sampel penghitungan diatas yang berdasar pada 10 orang pegawai 
Negeri Sipil dari 135 pegawai menunjukkan bahwa semua pegawai dalam 
keadaan salah hitung. Dari sampel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua 
pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
kota Surakarta sejumlah 135 orang pegawai mengalami salah hitung Pajak 
Penghasilan Pasal 21. Kesalahan penghitungan oleh pihak Dinas menyebabkan 
jumlah Pajak Penghasilan yang disetor ke Kantor Pajak terjadi Lebih Bayar. 
 Perbedaan antara Undang – Undang No 17 Tahun 2000 dan Undang – 
Undang No 36 Tahun 2008 terletak pada: 
1. Biaya Jabatan 
 Biaya jabatan yang dijadikan pengurang oleh pihak Kedinasan sebesar 
5% dari penghasilan bruto yang maksimal diperkenankan Rp. 108.000. 
Sedangkan peraturan yang baru Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
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PER-31/ PJ/2009 Biaya Jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan 
maksimal Rp. 500.000 per bulan. 
2. Biaya Pensiun 
 Biaya pensiun yang dijadikan pengurang oleh pihak Kedinasan sebesar 
4,75% dari jumlah gaji. Sedangkan peraturan baru menunjukkan 5 % dari 
jumlah gaji maksimal Rp. 200.000 per bulan. 
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Berdasar Undang – Undang No 17 Tahun 2000 
PTKP :  WP Pribadi Rp 13.200.000 
 WP Menikah  Rp   1.200.000 
 WP Tanggungan (3) Rp   1.200.000 masing-masing tanggungan 
Berdasar Undang No 36 Tahun 2008 
PTKP :  WP Pribadi Rp 15.840.000 
 WP Menikah  Rp   1.320.000 
 WP Tanggungan (3) Rp   1.320.000 masing-masing tanggungan 
4. Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak 
Berdasar Undang- Undang No 17 Tahun 2000 
 5% *    s.d.Rp. 25 juta 
 10%*   Rp. 25 juta s.d 50 juta 
 15%*   Rp. 50 juta s.d 100 juta 
 25%*   Rp. 100 juta s.d. 200 juta 
 35%*   lebih dari Rp 200 juta 
Berdasar Undang No 36 Tahun 2008 
 5%*    s.d Rp 50 juta 
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 15%*  Rp. 50 juta s.d 250 juta 
 25%*  Rp 250 juta s.d 500 juta 
 30%*  diatas Rp 500 juta 
 Perlakuan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diterapkan Dinas 
pada bulan Januari 2009 disebabkan Pihak Kedinasan yang baru menerima 
pembaharuan atau perubahan yang terjadi pada pengenaan pajak penghasilan pada 
bulan Maret 2009. Sosialisasi yang terlambat dari Kantor Pajak dan Pihak 
Kedinasan yang tidak mengikuti perkembangan perubahan Undang – Undang  





















Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dilakukan pada 
Bab III adalah: 
1. Sistem Penggajian dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 
dilakukan untuk pegawai negeri sipil membutuhkan mekanisme yang 
rumit dan panjang. Mekanisme tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang telah dibuat pada setiap daerah. Perlu adanya ketaatan bagi 
Bendahara Pengeluaran yang mengurusi pencairan gaji pegawai untuk 
dapat menerima cairnya gaji bagi pegawai. 
2. Mekanisme pencairan gaji pegawai dan pengenaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21membutuhkan dokumen yang banyak. Dokumen tersebut harus 
dipenuhi dan diperlengkapi saat pengajuan permintaan gaji pegawai. 
3. Bagi pegawai negeri sipil yang penghasilannya sudah melebihi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak tetap dikenakan pengenaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diterimanya. Yang pengenaannya 
menggunakan Undang – Undang terbaru yaitu Undang-Undang No 36 
Tahun 2008. 
4. Terdapat selisih atau salah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Surakarta pada bulan Januari tahun 2009. Selisih tersebut digambarkan 
dengan penghitungan sampel 10orang pegawai yang mewakili 135 
pegawai pada Kedinasan. Kesalahan Perhitungan terjadi karena kesalahan 
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penggunaan dasar Undang – Undang. Peraturan baru yaitu Undang – 
Undang No 36 Tahun 2008 seharusnya berlaku mulai Januari 2009, 
namun perhitungan yang dilakukan Dinas  pada masa Januari 2009 masih 
menggunakan peraturan lama yaitu Undang – Undang No 17 Tahun 2000. 
 
B. Saran 
Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangan berdasar kesimpulan 
diatas : 
1. Perlu ada sosialisasi tentang mekanisme penggajian pegawai negeri sipil 
untuk setiap pegawai karena sistem penggajian yang tidak mudah. 
Sosialisasi perlu dilakukan untuk membuat setiap pegawai negeri sipil 
mengerti mekanisme dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses 
penggajian. Jika setiap pegawai negeri sipil mengerti prosedur penggajian 
membuat pegawai negeri sipil menyadari tidak mudah menjadi Bendahara 
Pengeluaran dan menjadikan pegawai negeri sipil untuk tidak banyak 
menuntut dalam hal agar gaji dapat dicairkan dengan cepat. 
2. Setiap pegawai negeri sipil lebih baik diajarkan prosedur pengenaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas gaji. Perlu diajarkan juga tentang prosedur 
dalam melaporkan penghasilan yang diterima dan pajak yang disetor ke 
Negara pada tiap masanya. Hal itu perlu dilakukan agar pegawai tidak 
merasa kebingungan saat prosedur tersebut harus ditempuh. Setiap 
pegawai negeri sipil perlu diberitahukan bahwa atas gaji yang diterima 




3. Hendaknya pihak Dinas selalu memperhatikan Undang – Undang dan 
peraturan yang berubah dan menggunakan perubahan tersebut di saat 
yang tepat. Pemakaian peraturan yang baru di saat yang tepat tidak akan 
menyebabkan kesalahan perhitungan. Kesalahan perhitungan yang terjadi 
dikarenakan penggunaan Undang –Undang yang berbeda. Undang- 
Undang No 36 Tahun 2008 berlaku sejak Januari 2009 namun pihak 
Dinas pada bulan Januari 2009 masih menggunakan Undang- Undang No 
17 Tahun 2000. 
4. Jika kesalahan atau lebih bayar telah terjadi pihak Dinas dapat mengajukan 
restitusi pada Kantor Pajak tempat menyetor pajak penghasilan, dan 
menggunakan kelebihan tersebut sebagai kompensasi untuk pembayaran 
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